
~ 1, Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Ta.bun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Norn.or 4 tahun 
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), 

Unda.ng---Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
(Lemba:ran Negara Tahun 1956 Nomor 56J dan 
Urtdang-Urtdang Darurat Nom(lr 6 Tahurt 1956 
iLem.baran. Negara Tahun 1956 Nomor 57} tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, 
Dalam Llngkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan, Sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nmnor 73~ Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 1821); 

DENG.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTA.RA,, 
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat {3} 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan.1 pedu menetapkart Per.aturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara tentang Rencana Induk 
Prml:rangunan Kepatiwisataan Kabupaten Bengkulu 
Utara Ta.bun 202"3,..2026. 

... 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PRQVINSI BENGKULU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKUW UTA.RA 

NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANO 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN 

BENGKULU UT.ARA TAHUN 2023~2026 

I SALINAN 



0 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5262); 

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk 
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2006- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 
11Tahun2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Bengkulu Utara, Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 
2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021Nomor2); 

0 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

- 3 - 

~- '!' 



-~---------------------"""""" """""' _ 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan 
mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Kabupaten Tahun 2023-2026, yang selanjutnya 
disebut RIPPARKAB Tahun 2023-2026, adalah 
pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan 
pengendalian pembangunan kepariwisataan di 
tingkat kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, 
kebijakan, strategi, dan program yang perlu 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam 
pembangunan kepariwisataan. 

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 

0 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Bengkulu Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 

0 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN 
BENGKULU UTARA TAHUN 2023-2026. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 

dan 
BUPATI BENGKULU UTARA 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSIBENGKULU 
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daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka 
waktu sementara. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata 
dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 
dan pemerintah daerah. 

8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang 
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi 
serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 
wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan 
pengusaha. 

9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang 

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif 
yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas 
umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta 
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 
terwujudnya kepariwisataan. 

11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha 
pariwisata yang saling terkait dalam rangka 
menghasilkan barang dan/ ataujasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan 
pariwisata. 

12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses 
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 
menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi 
dengan wisatawan untuk mengembangkan 
kepariwisataan dan seluruh pemangku 
kepentingannya. 

13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur 
beserta jaringannya yang dikembangkan secara 

0 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

- 5 - 

... ... 



rencana tata ruang. 
1 7. Potensi kreatif masyarakat adalah ide, gagasan, 

keterampilan, dan bakat individu masyarakat yang 
asli dan baru sehingga mampu memberikan nilai 
tambah ekonomi dan sosial budaya. 

0 

terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya 
manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang 
secara berkesinambungan guna menghasilkan 
perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang 
kepariwisataan. 

14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang 
memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

0 buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan. 

15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan 
barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

16. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat 
berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan 
fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana 
tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di 
fungsi lindung dan fungsi budidaya selama 
mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINSIBENGKULU 
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Pasal 4 
RIPPARKAB Tahun 2023-2026 bertujuan untuk: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; 
b. Meningkatkan Pendapan Asli Daerah; 
c. meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
d. mengurangi angka kemiskinan; 
e. mengatasi pengangguran; 
f. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 
g. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta 

perlindungan terhadap nilai- nilai keagamaan; 
h. mengangkat citra bangsa; 
1. memupuk rasa cinta tanah air; 
J. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan 
k. mempererat persahabatan antar bangsa. 

Pasal 3 
RIPPARKAB Tahun 2023-2026 tercantum dalam lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN TUJUAN 
Pasal 2 

Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2023-2026 sebagai 
berikut: 
a. merupakan penjabaran dari visi dan misi 

pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan 
yang berlaku; 

b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam 
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Kebudayaan 
dan Pariwisata Daerah; dan 

c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan 
pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah. 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 
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BABN 
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH 

Pasal 6 
(1) Dalam rangka mendukung program umum 

pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah dapat 
memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 
Pariwisata Daerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenar tata cara 
pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB III 
KOORDINASI 

Pasal 5 
( 1) Dalam rangka melaksanakan program pembangunan 

kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan 
koordinasi strategis lintas sektor pada tataran 
kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata. 

(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan 
karantina; 

b. bidang keamanan dan ketertiban; 
c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air 

bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan 
lingkungan; 

d. bidang transportasi; dan 
e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri. 

BUPATI BENGKULU UTARA 
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Pasal 9 
( 1) Pembinaan pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2023- 

2026 diselenggarakan agar terciptanya sinergitas 
antar program kegiatan kepariwisataan. 

(2) Pembinaan pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2023- 
2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan melalui upaya: 
a. peningkatan kualitas dan kuantitas 

kepariwisataan; 

Pasal 8 
(1) Pembinaan RIPPARKAB Tahun 2023-2026 

dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah 
yang membidangi urusan pariwisata. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk: 
a. pendampingan; 
b. pemantauan; dan 
c. bimbingan; 

0 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7 
(1) Pembiayaan pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2023- 

2026 bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten; dan 
d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

(2) Pengelolaan pembiayaan kepariwisataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip 
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
publik. 

0 
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BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 
Tahun 2017 tentang Rencana lnduk Pembangunan 
Kepariwisataan Kabupaten Bengulu Utara Tahun 2017- 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 10 
(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan 

pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang 
dilakukan oleh setiap orang, wisatawan dan 
pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi 
menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah 
yang membidangi urusan pariwisata. 0 

b. penyebaran pembangunan kepariwisataan; 
c. peningkatan aksebilitas pariwisata; 
d. penciptaan ik1im usaha yang sehat di bidang 

usaha pariwisata; 
e. peningkatan peran serta swasta dalam 

pengembangan usaha pariwisata; 
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan usaha pariwisata; 
g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan 

objek dan daya tarik wisata; 
h. peningkatan promosi dan pemasaran produk 

wisata; dan 
i. peningkatan kerjasama regional, nasional maupun 

internasional. 
0 
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IRSALIYAH YURDA, S.H, M~H 
Pembina {IV /a} 

NIP. 198107282002122002 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENOKULU UTARA, 
PROVINS! BENGKULU: {2/21/2023) 

ttd. 
FITRIY ANSYAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKUW UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2 

Diundangkan di Arga Makntur 
pruia tanggal 10 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARAY 

Ditet.ap~ di Arga. Makm.ur 
pada ta.nggal 10 Oktober 2023 
BUPATI BENGKULU UTARA1 

ttd 
MIAN 

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupaten 
Benglrulu Utara, 

BAB VllI 
KETENTUAN PENUTUP 

Paaal 12 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada. tanggal 
diundangkan 

BUPATI BENGKULU UT.ARA 
PROVINSIBENGKULU 
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